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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengkaji status hukum transaksi visa Haji Furoda dari perspektif hadis dan 
ushul fikih, serta merumuskan rekonstruksi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini 
merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-kualitatif, menganalisis hadis-hadis 
larangan bai' al-gharar dan larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki (lā tabi' mā laysa 'indaka) 
melalui kaidah-kaidah ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah. Latar belakang penelitian ini adalah 
maraknya praktik penyelenggara menerima pembayaran dalam jumlah besar sebelum adanya 
kepastian penerbitan visa mujamalah, yang dalam banyak kasus menyebabkan kegagalan 
keberangkatan dan kerugian finansial jamaah; meskipun skema ini dihentikan sejak 2025 setelah 
terhentinya penerbitan visa mujamalah, pola risiko struktural di dalamnya tetap relevan bagi model 
haji non-kuota di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila visa dipandang 
secara substansi—bukan sekadar label akad—sebagai objek utama (mabī') transaksi, maka struktur 
tersebut mengandung gharar fāḥisy akibat ketiadaan objek, ketidakmampuan penyelenggara 
menjamin penyerahan, dan ketidakjelasan (jahālah); berdasarkan kaidah ushul fikih bahwa larangan 
yang menyentuh dzat akad (nahy li dzāt al-'aqd) berimplikasi pada rusaknya akad (fasād), struktur 
jual beli tersebut menjadi tidak sah, sementara analisis maqāṣid tetap mengakui adanya kebutuhan 
umum (ḥājah 'āmmah) yang sah atas akses haji yang lebih cepat. Novelty penelitian ini terletak pada 
rekonstruksi akad berbasis ushul fikih yang menggeser paradigma dari jual beli visa menuju model 
wakālah bi al-ujrah, di mana visa diposisikan kembali sebagai unsur pelengkap dalam layanan 
keagenan berimbalan, disertai mekanisme transparansi, dana titipan (escrow), dan jaminan 
pengembalian dana. 

Kata Kunci : Haji Furoda; Gharar, Ushul Al-Fiqh, Visa Mujamalah, Maqāṣid Al-Syarī‘ah

 

PENDAHULUAN 

Haji Furoda dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu alternatif yang banyak 

diminati oleh masyarakat Muslim Indonesia di tengah panjangnya masa tunggu keberangkatan haji 

regular (Maulana dkk., 2024). Melalui jalur ini, calon jemaah dapat berangkat tanpa harus menunggu 

antrean belasan hingga puluhan tahun sebagaimana terjadi pada sistem kuota regular (Nazaruddin 

dkk., 2020). Namun di balik daya tarik tersebut, muncul persoalan hukum yang semakin 
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mengemuka, tidak sedikit calon jemaah yang telah membayar biaya dalam jumlah besar tetapi gagal 

berangkat karena visa yang diharapkan tidak terbit menjelang musim haji (Fawwaz & Muliya, 2023). 

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum transaksi yang dilakukan 

sebelum adanya kepastian penerbitan visa, terutama ketika keberangkatan dipromosikan sebagai 

sesuatu yang seolah-olah pasti terjadi. 

Secara umum, istilah Haji Furoda digunakan untuk merujuk pada penyelenggaraan ibadah 

haji menggunakan visa mujamalah (visa undangan) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab 

Saudi di luar kuota haji reguler suatu negara (Muntafi, 2025). Secara hukum positif, keberadaan visa 

mujamalah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah, khususnya Pasal 18, yang mengatur bahwa Warga Negara Indonesia pemegang visa 

mujamalah wajib diberangkatkan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berizin 

(Ritonga & Nadirah, 2022). Oleh karena itu, persoalan utama dalam Haji Furoda bukan terletak pada 

legalitas visa mujamalah sebagai instrumen keberangkatan, melainkan pada model transaksi dan 

pola komersialisasi yang berkembang di sekitarnya. 

Dalam praktiknya, sejumlah penyelenggara menerima pembayaran dari calon jemaah 

sebelum terdapat kepastian mengenai penerbitan visa mujamalah. Pada saat yang sama, visa tersebut 

berada di luar kewenangan penyelenggara untuk menerbitkan ataupun menjaminnya (Khan & 

Rugaiyah, 2025). Situasi ini memunculkan persoalan fikih muamalah yang penting, yaitu apakah 

transaksi semacam itu mengandung unsur gharar yang dapat memengaruhi keabsahan akad. 

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kegagalan penerbitan visa berpotensi menimbulkan 

kerugian finansial dan sengketa antara jemaah dan penyelenggara. 

Penelitian sebelumnya telah menyoroti fenomena ini dari berbagai sudut pandang: Fawwaz 

dan Muliya (2023) menganalisis tanggung jawab hukum perdata biro perjalanan (Fawwaz & Muliya, 

2023); Ritonga dan Nadirah (2022) mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi (Ritonga & Nadirah, 

2022); Muntafi (2025) membahas batalnya keberangkatan dari perspektif hukum perjanjian (Muntafi, 

2025); serta Farida (2019) mengkaji aspek sosiologis penanganan haji furoda di dua kota Jawa Barat 

(Farida, 2019). Meski demikian, belum ditemukan kajian yang secara sistematis menganalisis status 

hukum transaksi visa haji furoda dari perspektif ushul al-fiqh yakni melalui istinbat hukum dari dalil-

dalil hadis Nabi tentang bai' al-gharar dengan penerapan kaidah-kaidah metodologi hukum Islam 

secara terstruktur. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini. 

Dalam kerangka ushul fikih, penilaian terhadap keabsahan suatu akad tidak dapat dilepaskan 

dari maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai syariat dalam menetapkan hukum 

(Hassanein, 2025). Secara umum, maqāṣid al-syarī'ah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: 
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ḍarūriyyāt (kebutuhan primer yang menyangkut lima unsur pokok/al-kulliyyāt al-khams, yaitu hifẓ 

al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ al-nasl, dan hifẓ al-māl), hājiyyāt (kebutuhan sekunder yang 

meringankan kesulitan), dan tahsīniyyāt (kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan 

kemaslahatan) (Aspandi dkk., 2024). Larangan gharar dalam muamalah pada dasarnya merupakan 

salah satu instrumen syariat untuk mewujudkan ḥifẓ al-māl, yakni melindungi harta pihak-pihak yang 

berakad dari kemungkinan hilang tanpa hak yang jelas (akl amwāl al-nās bi al-bāṭil) (Siliwangi, 

2024). Di sisi lain, konsep ḥājah 'āmmah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan 

masyaqqah, meskipun tidak sampai pada tingkatan ḍarūrah, dapat menempati kedudukan darurat 

dalam memberikan keringanan hukum (takhfīf), sebagaimana kaidah al-ḥājah tanzilu manzilah al-

ḍarūrah, 'āmmah kānat aw khāṣṣah (kebutuhan menempati kedudukan darurat, baik bersifat umum 

maupun khusus) (Fahmi & Sufyan, 2024). Kedua konsep inilah ḥifẓ al-māl dan ḥājah 'āmmah ang 

menjadi pisau analisis dalam menilai transaksi visa Haji Furoda pada bagian Hasil dan Pembahasan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) 

Bagaimana kedudukan visa mujamalah dalam struktur transaksi Haji Furoda? (2) Bagaimana status 

hukum transaksi visa Haji Furoda berdasarkan hadis larangan bai‘ al-gharar dan lā tabi‘ mā laysa 

‘indaka dalam perspektif ushul al-fiqh dan maqāṣid al-syarī‘ah? (3) Bagaimana rekonstruksi akad 

transaksi Haji Furoda yang sesuai dengan prinsip syariah? Ketiga pertanyaan tersebut disusun secara 

berurutan dan menjadi struktur penyajian pembahasan pada bagian Hasil dan Pembahasan, dimulai 

dari penentuan objek akad, analisis hadis, analisis ushul fikih dan maqāṣid, hingga rekonstruksi akad. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian kepustakaan (library research) ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif. 

Pendekatan ini digunakan karena objek kajian berupa status hukum transaksi visa Haji Furoda yang 

dianalisis berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Data primer penelitian meliputi hadis-hadis 

tentang larangan bai' al-gharar, dan hadis larangan menjual sesuatu yang belum berada dalam 

penguasaan penjual (lā tabi' mā laysa 'indaka), serta literatur ushul fikih dan fikih muamalah yang 

menjelaskan konsep gharar dan implikasi hukumnya. Data sekunder berupa artikel jurnal, buku 

akademik, regulasi terkait penyelenggaraan haji, dan laporan resmi yang relevan dengan praktik Haji 

Furoda di Indonesia. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber 

kepustakaan yang relevan. Adapun analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) 

dengan tahapan: (1) mengidentifikasi hadis-hadis dan konsep fikih yang berkaitan dengan larangan 

gharar; (2) menentukan kedudukan visa sebagai objek pokok atau unsur pelengkap akad; (3) 
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menganalisis kandungan hukum hadis melalui kaidah-kaidah ushul fikih, khususnya yang berkaitan 

dengan al-nahy dalam muamalah dan penentuan nahy li dzāt al-'aqd atau li waṣf al-'aqd; (4) 

mengidentifikasi unsur-unsur gharar dalam mekanisme transaksi visa Haji Furoda berdasarkan 

kriteria yang dirumuskan para fuqaha; dan (5) mengkonstruksi status hukum transaksi tersebut 

melalui pendekatan ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah untuk merumuskan rekonstruksi akad. 

Susunan pembahasan pada bagian Hasil dan Pembahasan mengikuti alur lima rumusan masalah yang 

telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan, sehingga analisis disajikan secara sistematis dari 

penentuan objek akad hingga rekonstruksi model akad yang direkomendasikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Konsep Bai' al-Gharar Fikih Muamalah 

Secara etimologis, gharar berarti bahaya, risiko, atau penipuan (Firdaus, 2020). sedangkan 

secara terminologis para ulama mendefinisikannya sebagai transaksi yang mengandung 

ketidakjelasan sehingga berpotensi menyesatkan salah satu pihak (al-Ramlī, t.t.). Al-Syawkani, 

menukil dari al-Qāḍī ‘Iyāḍ, menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang memiliki tampilan 

lahiriah yang menarik, tetapi hakikat atau hasil akhirnya tidak diketahui secara pasti (al-Syaukānī, 

t.t.). Dengan demikian, pihak yang bertransaksi berada dalam kondisi ketidakpastian apakah tujuan 

akad tersebut akan terwujud atau tidak (al-Barkatī, 2003). Meskipun syariat Islam melarang 

transaksi yang mengandung gharar, para ulama menjelaskan bahwa tidak setiap bentuk gharar 

menyebabkan akad menjadi batal atau terlarang. Hal ini karena hampir tidak ada transaksi yang 

sepenuhnya terbebas dari unsur ketidakpastian (Ibn ‘Abd al-Barr, 2000). Oleh sebab itu, para fuqaha 

mengklasifikasikan gharar kepada yang mempengaruhi keabsahan akad dan yang tidak (Ibn Rusyd 

al-Ḥafīd, 2004). 

Sejumlah kriteria dirumuskan untuk menentukan gharar yang terdapat dalam suatu akad 

dapat mempengaruhi keabsahannya. Pertama, gharar harus bersifat dominan dalam akad (al-gharar 

al-katsīr), hingga menjadi karakter utama dalam akad, bukan sekadar unsur kecil yang sulit dihindari 

dalam praktik transaksi.Oleh karena itu, ukuran penentu bukan sekadar ada atau tidaknya gharar, 

tetapi sejauh mana ia memengaruhi substansi akad. Kedua, gharar yang berpengaruh terutama 

terdapat dalam akad muʿāwaḍāt māliyyah (transaksi komersial). Hal ini disebabkan dalam jenis 

akad ini masing-masing pihak menukar harta sehingga ketidakjelasan berpotensi menimbulkan 

kerugian dan sengketa. Sedangkan dalam akad tabarruʿāt (transaksi nirlaba), gharar lebih ditoleransi 

karena tidak ada tuntutan kompensasi. Ketiga, gharar harus mengenai objek pokok akad (aṣālah). 

Sedangkan ketidakjelasan pada unsur pelengkap (tābi'ah) masih dapat ditoleransi selama objek 
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utama jelas. Keempat, larangan gharar dapat gugur apabila terdapat kebutuhan umum (ḥājah 

ʿāmmah) yang mendesak, karena syariat memberikan keringanan ketika menghindari gharar justru 

menimbulkan kesulitan yang lebih besar (al-Dubyān, t.t.). Kerangka inilah yang kemudian 

digunakan oleh para ulama untuk menilai berbagai bentuk transaksi kontemporer, termasuk praktik-

praktik muamalah modern yang mengandung risiko, ketidakjelasan, atau ketidakpastian mengenai 

objek maupun hasil akad (Yusra dkk., 2026). 

Analisis Hadis-Hadis Larangan Gharar 

Larangan terhadap bai' al-gharar termaktub dalam sejumlah hadis Nabi yang diriwayatkan 

oleh berbagai perawi dan terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis otoritatif. Hadis yang menjadi 

landasan utama adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:  

، عهنْ ب هيْعِ الْغهرهرِ«   لهمه لهى اللهُ عهلهيْهِ وهسه  »نَههى رهسُولُ اللَّهِ صه

"Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar."  

Diriwayatkan oleh (al-Dārimī, 2000, No. 2596) dan (Ibn Ḥibbān, 1993, No. 4951) dengan 

redaksi ini, serta oleh (Muslim No. 1523), (Ibn Mājah No. 2194), (Abū Dāwūd No. 3376), (al-Tirmiżī 

No. 1230), (al-Nasā’ī No. 4518) dengan tambahan redaksi wa ‘an bay’i al-ḥashah (jual beli 

menggunakan lemparan batu kerikil).  

Imam al-Nawawi menempatkan hadis ini sebagai salah satu prinsip pokok dalam bab 

muamalah, karena mencakup semua praktik transaksi  yang mengandung unsur ketidakjelasan, 

ketidakpastian, maupun ketidakmampuan menyerahkan objek akad (al-Nawawī, 1392). Frasa nahā 

dalam hadis termasuk ṣīghat al-nahy yang diterapkan kaidah-kaidah nahy yang disebutkan dalam 

usul fikih (‘Alī, 2021). Hikmah larangan tersebut adalah hifz al-Māl berupa menghindar dari 

kemungkinan memakan harta orang lain tanpa hak serta mencegah timbulnya perselisihan di antara 

dua pihak (al-Syinqīṭī, 2018).  

Dalam konteks Haji Furoda, hadis ini menjadi dasar untuk menilai tingkat kepastian objek 

transaksi sebelum visa mujamalah diterbitkan. Apabila pembayaran telah dilakukan atas dasar janji 

memperoleh visa, sementara penerbitannya masih bergantung pada keputusan otoritas Arab Saudi 

dan belum dapat dipastikan pada saat akad, maka terdapat unsur ketidakpastian yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan status fikih transaksi tersebut (Annasr dkk., 2025). Dengan 

demikian, gharar dalam kasus ini tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan dokumen visa, 

tetapi terutama dengan tingkat kepastian terwujud dan terserahkannya objek yang dijanjikan pada 

saat akad. 
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Selain hadis larangan bai' al-gharar, terdapat hadis lain yang memiliki relevansi kuat dalam 

menilai praktik transaksi visa Haji Furoda, yaitu sabda Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam: 

 » كه  »لَه تهبِعْ مها لهيْسه عِنْده

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu."  

Diriwayatkan oleh (Abū Dāwūd, t.t. No. 3503; al-Tirmiżī, 1975 No. 1232; al-Nasā’ī, 1986 

No. 4613; Ibn Mājah, t.t. No. 2187) 

Hadis ini dijadikan salah satu landasan penting dalam fikih muamalah terkait syarat 

kepemilikan dan kemampuan menyerahkan objek akad. Para ulama menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan kata 'indaka (ada padamu) bukan keberadaan fisik barang di tangan penjual, 

melainkan adanya penguasaan hukum (al-'indiyyah al-ḥukmiyyah) dan kemampuan untuk 

menyerahkannya kepada pembeli (al-Luhaimīd, t.t.). Karena itu, larangan hadis berkaitan dengan 

transaksi atas sesuatu yang belum berada dalam penguasaan penjual atau belum dapat dipastikan 

penyerahannya (al-Syaukānī, 1993).  

Jika diterapkan pada transaksi Haji Furoda, hadis ini memberikan penekanan yang berbeda 

tetapi saling melengkapi dengan hadis bai‘ al-gharar. Hadis bai‘ al-gharar menyoroti ketidakpastian 

dalam objek transaksi, sedangkan hadis lā tabi‘ mā laysa ‘indaka menyoroti aspek penguasaan dan 

kemampuan menyerahkan objek tersebut. Dalam penerbitan visa mujamalah, penyelenggara tidak 

memiliki kewenangan untuk memastikan terbitnya visa karena keputusan akhir berada pada otoritas 

Arab Saudi (Arifin, 2026). Oleh sebab itu, apabila visa tersebut diposisikan sebagai mabī‘ yang dijual 

kepada jamaah sebelum berada dalam penguasaan dan kepastian penerbitan, struktur tersebut 

menghadapi persoalan dari sisi milkiyyah dan al-qudrah ‘alā al-taslīm. 

Implikasi hukumnya adalah bahwa dalam transaksi tersebut perlu dibedakan antara jual beli 

visa dan akad jasa pengurusan visa. Jika objek akad secara langsung adalah visa yang belum berada 

dalam penguasaan penyelenggara dan belum dapat dipastikan penyerahannya, maka penggunaan 

akad bay‘ menjadi problematis berdasarkan hadis lā tabi‘ mā laysa ‘indaka (Madani & Tidjani, 

2024). Namun, apabila yang menjadi objek akad adalah jasa pengurusan, pendampingan, dan 

fasilitasi proses keberangkatan, maka struktur transaksinya dapat diarahkan kepada akad jasa, 

seperti wakālah bi al-ujrah, selama rukun dan syarat akad tersebut terpenuhi (Hanum dkk., 2025). 

Dengan demikian, kedua hadis tersebut memberikan dua dasar analisis yang saling 

melengkapi. Hadis larangan bai‘ al-gharar menilai aspek ketidakpastian objek, sedangkan hadis lā 

tabi‘ mā laysa ‘indaka menilai aspek penguasaan dan kemampuan menyerahkan objek. Keduanya 

menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata pada istilah “jual beli visa”, tetapi pada 
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objek apa yang sebenarnya diperjualbelikan dan akad apa yang sesungguhnya terbentuk antara 

penyelenggara dan jamaah. Hal ini menjadi dasar untuk menilai kembali struktur akad transaksi Haji 

Furoda sebelum menentukan bentuk akad yang lebih sesuai dengan karakter jasa pengurusan visa. 

Visa antara Mabī' dan Unsur Tābi'ah: Objek Akad dalam Transaksi Visa Haji Furoda 

Penentuan objek akad (mabī') dalam transaksi visa Haji Furoda merupakan persoalan 

mendasar yang menentukan arah analisis gharar pada bagian selanjutnya. Terdapat dua 

kemungkinan konstruksi: pertama, visa mujamalah diposisikan sebagai objek utama akad, sehingga 

pembayaran yang diserahkan jemaah pada dasarnya adalah harga (tsaman) atas visa tersebut; kedua, 

visa hanya merupakan salah satu unsur pelengkap (tābi'ah)  dari suatu paket jasa penyelenggaraan 

haji yang lebih luas mencakup pendampingan, akomodasi, transportasi, dan pengurusan dokumen 

sehingga pembayaran pada dasarnya adalah ujrah (imbalan) atas jasa tersebut. 

Pembedaan ini bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan menentukan penetapan 

gharar fāḥisy sebagaimana disyaratkan dalam kaidah ketiga klasifikasi gharar yang diuraikan di atas, 

yaitu bahwa gharar yang memengaruhi keabsahan akad adalah gharar yang mengenai objek pokok 

(aṣālah), sedangkan ketidakjelasan pada unsur pelengkap (tābi'ah) masih dapat ditoleransi (al-

Dubyān, t.t.). Apabila visa dianggap semata unsur tābi'ah dalam sebuah paket jasa yang objek 

pokoknya adalah pelayanan haji secara keseluruhan, maka ketidakjelasan mengenai visa secara 

teoretis dapat ditoleransi selama layanan pokok (pendampingan dan fasilitasi) tetap dapat 

dilaksanakan. 

Namun demikian, telaah terhadap struktur riil transaksi Haji Furoda menunjukkan bahwa 

visa tidak dapat diposisikan sebagai unsur pelengkap semata. Terdapat sejumlah indikator struktural 

yang menunjukkan bahwa visa, secara substansi (ma'nā), berfungsi sebagai objek pokok transaksi, 

sekalipun secara formal (lafẓ) dikemas sebagai "paket layanan haji": (1) besaran biaya yang 

dibayarkan jemaah secara langsung ditentukan oleh ketersediaan dan jenis visa mujamalah, bukan 

oleh komponen jasa pendampingan semata (Minatika & Sattar, 2025); (2) keberlangsungan seluruh 

rangkaian layanan (akomodasi, transportasi, pendampingan) baru dapat dilaksanakan apabila visa 

telah terbit, sehingga visa menjadi syarat sekaligus tujuan utama dari keseluruhan transaksi (Farhan 

& Suwandi, 2024); (3) narasi pemasaran yang digunakan penyelenggara secara konsisten 

menempatkan kepastian memperoleh visa sebagai daya tarik dan janji utama, bukan kualitas jasa 

pendampingan (Lanjar & Sumantri, 2022); dan (4) dalam praktik penyelesaian sengketa, tuntutan 

jemaah pada umumnya berpusat pada kegagalan penerbitan visa, bukan pada kegagalan penyediaan 

jasa pendampingan (Fawwaz & Muliya, 2023; Ritonga & Nadirah, 2022). Kaidah ushul fikih al-

'ibrah fī al-'uqūd li al-maqāṣid wa al-ma'ānī lā li al-alfāẓ wa al-mabānī (pertimbangan dalam akad 
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didasarkan pada maksud dan makna, bukan pada lafal dan bentuk formalnya) relevan diterapkan di 

sini (Hafizd dkk., 2023): label "paket jasa haji" yang digunakan penyelenggara tidak serta-merta 

mengubah hakikat visa sebagai objek yang menjadi sebab utama (sabab) para pihak melakukan 

transaksi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik Haji 

Furoda sebagaimana berlangsung selama ini, visa mujamalah secara substantif berfungsi sebagai 

objek pokok (aṣālah) transaksi, bukan sekadar unsur pelengkap (tābi'ah). Konsekuensinya, 

ketidakjelasan yang melekat pada visa tidak dapat ditoleransi sebagaimana ketidakjelasan pada 

unsur tābi'ah, melainkan harus dinilai sebagai gharar yang berpotensi memengaruhi objek pokok 

akad sehingga berpeluang jatuh pada kategori gharar fāḥisy apabila derajat ketidakpastiannya 

dominan. Kesimpulan inilah yang menjadi dasar bagi analisis pada bagian ushul fikih selanjutnya. 

Sekaligus, temuan ini menjadi argumen normatif bagi perlunya rekonstruksi akad: apabila 

penyelenggara Haji Furoda di masa mendatang benar-benar ingin membangun transaksi berbasis 

jasa (bukan jual beli visa), maka struktur riil transaksi termasuk skema pembayaran dan narasi 

pemasarannya harus disesuaikan agar visa benar-benar berfungsi sebagai unsur tābi'ah, bukan 

sekadar berganti label tanpa mengubah substansi. 

Struktur Akad Transaksi Visa Haji Furoda dan Potensi Gharar-nya 

Haji Furoda merupakan jalur haji non-kuota Indonesia yang menggunakan visa mujamalah. 

Secara legal, keberadaan visa mujamalah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, khususnya Pasal 18 yang menegaskan bahwa warga 

negara Indonesia yang menerima undangan haji dari Pemerintah Arab Saudi wajib diberangkatkan 

melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) (Khan & Rugaiyah, 2025). PIHK bertanggung 

jawab atas pemasaran, pendaftaran, serta keberangkatan jemaah, dengan kewajiban menyediakan 

layanan manasik, serta perlindungan berupa jaminan keselamatan dan pengembalian dana apabila 

keberangkatan gagal (Mutmainnah, 2022). Meski demikian, Haji Furoda tidak tercatat dalam sistem 

nasional sehingga memiliki keterbatasan dalam perlindungan hukum negara (Minatika & Sattar, 

2025). Kondisi ini menyebabkan celah perlindungan bagi jemaah, terutama ketika terjadi kegagalan 

keberangkatan atau masalah administratif, seperti pada tahun 2025 saat visa mujamalah tidak 

diterbitkan, sehingga banyak jemaah yang telah membayar gagal berangkat (Januratmo & Vic, 

2025). 

Di sisi lain, dalam praktik pemasaran Haji Furoda sering ditemukan penggunaan narasi 

seperti “berangkat tanpa antre”, “langsung berangkat tahun ini”, atau ungkapan sejenis yang dapat 

membentuk persepsi adanya kepastian keberangkatan di kalangan calon jemaah (Lanjar & Sumantri, 
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2022). Padahal, penerbitan visa mujamalah tetap berada di bawah kewenangan penuh Pemerintah 

Arab Saudi dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh penyelenggara. Secara keseluruhan, 

mekanisme Haji Furoda memang menawarkan akses yang lebih cepat dibanding jalur reguler, tetapi 

tetap mengandung risiko ketika terjadi kegagalan penerbitan visa atau penyimpangan dalam praktik 

penyelenggaraannya. 

Transaksi visa haji furoda memiliki struktur akad sebagai berikut: calon jemaah (musytari) 

menyerahkan pembayaran penuh atau sebagian besar biaya kepada biro perjalanan haji (PIHK) 

sebagai ba'i, sebagai imbalan atas janji layanan keberangkatan haji menggunakan visa mujamalah. 

Adapun visa mujamalah itu sendiri belum ada pada saat transaksi dilakukan, karena visa tersebut 

baru diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi menjelang musim haji (Astutik dkk., 2024). Dari perspektif 

fikih muamalah, ada beberapa catatan dalam praktik ini yang berpotensi menimbulkan gharar, 

sehingga dapat berpengaruh kepada keabsahan akad. (1) Objek akad visa mujamalah belum ada saat 

akad dilakukan; (2) Pihak biro perjalanan tidak memiliki kapasitas untuk menyerahkan visa karena 

kewenangan penerbitannya sepenuhnya berada di tangan otoritas Arab Saudi; (3) Kepastian visa 

tidak diketahui, sehingga objek akad bersifat majhūl; (4) Klaim kepastian berangkat dalam banyak 

kasus pemasaran; (5) Risiko gagal berangkat dan potensi konflik di kemudian hari. 

(Tabel 1 - Potensi Gharar pada Transaksi Visa Haji Furoda dan Implikasi Fikihnya) 

Unsur Gharar Kondisi dalam Haji Furoda Implikasi Fikih 

Ghair maujūd Visa belum diterbitkan 

Objek akad tidak memenuhi syarat wujūd 

al-ma'qūd 'alaih, sehingga akad berpotensi 

tidak sah sejak semula (gharar pada rukun 

akad) 

'Adam al-qudrah 'ala 
al-taslim 

PIHK tidak menerbitkan 

visa 

Melanggar syarat qudrah 'ala al-taslim 

sebagaimana ditegaskan hadis lā tabi' mā 

laysa 'indaka berimplikasi pada fasād al-

'aqd 

Jahalah 
Kepastian visa tidak 

diketahui 

Ketidaktahuan menyentuh objek pokok 

(aṣālah), bukan unsur tābi'ah, sehingga 

tidak termasuk gharar yasīr yang 

ditoleransi 

Tadlis 
Klaim pemasaran "pasti 

berangkat" 

Menimbulkan unsur penipuan yang 

memperberat status gharar menjadi gharar 

fāḥisy dan berpotensi masuk kategori akl 

amwāl al-nās bi al-bāṭil 
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Gharar Fahisy 
Risiko gagal berangkat 

sangat signifikan 

Akad tergolong bay' gharar yang dilarang 

nas secara qath'ī, berimplikasi pada 

batalnya akad (buṭlān) dan kewajiban 

pengembalian dana yang telah diterima 

 

Analisis Ushul al-Fiqh terhadap Transaksi Visa Haji Furoda 

1. Kaidah Nahy dan Proses Istidlal Ushul Fikih 

Penetapan status hukum gharar dalam transaksi visa Haji Furoda pada penelitian ini 

didasarkan pada dua kaidah ushul fikih yang saling berkaitan: (1) al-nahy yufīdu al-taḥrīm 

ibtidā'an mā lam taṣrifhu qarīnah ilā ghayri dzālik (larangan pada dasarnya menunjukkan 

keharaman selama tidak ada indikasi/qarīnah yang memalingkannya kepada makna lain) (al-

Syamrī, 2025); dan (2) al-nahy al-muṭlaq yaqtaḍī al-fasād (larangan yang mutlak, tanpa 

qarinah pemaling, berimplikasi pada rusaknya perbuatan atau akad yang dilarang) (Ādam, 

2023). Kedua kaidah ini tidak diterapkan secara serta-merta, melainkan melalui proses 

istidlal dua tahap sebagaimana dirumuskan para ushuliyyin. 

Tahap pertama adalah identifikasi ṣīghat al-nahy pada nas. Pada hadis larangan bai' 

al-gharar, digunakan redaksi fi'il ( نَههى) yang secara ushul fikih memiliki kekuatan hukum setara 

dengan ṣīghat nahy langsung (‘Alī, 2021), sedangkan pada hadis kedua digunakan ṣīghat nahy 

langsung (  لَه تهبِع). Keduanya tergolong nahy muṭlaq, yaitu larangan yang tidak disertai qarīnah 

yang memalingkannya dari makna asal (taḥrīm) kepada makna lain. Berdasarkan kaidah 

pertama, kedua hadis tersebut secara zahir menunjukkan keharaman transaksi yang di 

dalamnya terkandung gharar fāḥisy maupun transaksi atas objek yang belum dimiliki dan 

belum mampu diserahkan. 

Tahap kedua adalah menentukan apakah nahy tersebut tertuju kepada dzāt al-manhī 

'anhu atau waṣf lāzim lahu (esensi perbuatan yang dilarang atau sifat yang melekat secara 

tetap padanya), ataukah tertuju kepada amr khārij 'an dzāt al-'aqd (unsur di luar esensi akad 

yang tidak melekat secara tetap padanya). Para ushuliyyin sepakat bahwa apabila nahy 

tertuju kepada dzat perbuatan atau sifat yang melekat secara lāzim padanya, maka ia 

berimplikasi pada fasād (rusaknya) perbuatan atau akad tersebut, baik dalam ranah ibadah 

maupun muamalah (al-Syaukānī, t.t.). Perbedaan pendapat terjadi pada nahy yang tertuju 

kepada amr khārij, yang oleh sebagian kalangan dipandang tidak serta-merta membatalkan 

akad meskipun pelakunya tetap berdosa (ibn Qudāmah, 2002). 
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Pada kasus Haji Furoda, larangan bai' al-gharar dalam hadis Abu Hurairah tertuju 

langsung pada dzat al-'aqd, yaitu ketidakjelasan yang menyentuh objek pokok akad itu 

sendiri (visa mujamalah), bukan pada unsur di luar akad seperti waktu, tempat, atau cara 

pelaksanaan transaksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, visa dalam praktik Haji 

Furoda berfungsi sebagai objek pokok (aṣālah), sehingga ketidakjelasan mengenainya ghair 

maujūd, 'adam al-qudrah 'alā al-taslīm, dan jahālah menyentuh dzāt al-'aqd, bukan sekadar 

waṣf yang bersifat lepas (ghayr lāzim). Hal yang sama berlaku pada hadis lā tabi' mā laysa 

'indaka, larangan di dalamnya tertuju langsung pada perbuatan menjual sesuatu yang belum 

dimiliki dan belum mampu diserahkan, yang merupakan syarat sah pada objek akad, bukan 

pada aspek eksternal akad. Dengan demikian, kedua nahy dalam penelitian ini termasuk 

kategori nahy li dzāt al-'aqd, sehingga berdasarkan kaidah kedua (al-nahy yaqtaḍī al-fasād), 

keduanya secara konsisten berimplikasi pada fasād atau buṭlān akad. Konsekuensi fikihnya 

adalah bahwa apabila derajat gharar dalam suatu kasus konkret mencapai tingkat fāḥisy 

sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1, maka akad tersebut tidak hanya diharamkan secara 

taklīfī tetapi juga tidak sah secara waḍ'ī, sehingga dana yang telah diterima wajib 

dikembalikan kepada jemaah karena tidak terdapat sebab syar'i (sabab) yang menghalalkan 

penguasaannya. 

Perlu digarisbawahi bahwa kesimpulan fasād ini berlaku selama gharar yang terjadi 

bersifat fāḥisy dan menyentuh objek pokok akad. Apabila dalam praktik konkret, gharar yang 

timbul tergolong yasīr (ringan) atau hanya menyentuh unsur tābi'ah, maka nahy yang berlaku 

bergeser sifatnya mendekati nahy li waṣf ghayr lāzim, sehingga tidak serta-merta 

membatalkan akad (Sunaryo dkk., 2025). Selain itu, berdasarkan kaidah al-nahy al-muṭlaq 

yaqtaḍī al-fasād fī al-mu'āmalāt (larangan dalam muamalah menunjukkan rusaknya akad) 

(Ādam, 2023), keberadaan gharar dalam praktik Haji Furoda berpotensi pada cacatnya akad 

dari perspektif fikih muamalah, terlebih apabila dalam pemasaran digunakan narasi yang 

memberi kesan adanya kepastian keberangkatan, padahal realisasinya masih bergantung pada 

keputusan pihak lain (Lanjar & Sumantri, 2022). Dengan begitu, unsur ketidakjelasan 

semakin menguat dan berpotensi masuk ke dalam kategori tadlīs (misleading information). 

2. Maqāṣid al-Syarī‘ah 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan, penilaian terhadap gharar 

dalam transaksi visa Haji Furoda tidak dapat dilepaskan dari maqāṣid al-syarī'ah, khususnya 

pada dua unsur: ḥifẓ al-māl dan ḥājah 'āmmah. Dari perspektif ḥifẓ al-māl (perlindungan 
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harta), larangan transaksi visa Haji Furoda yang mengandung gharar pada dasarnya bertujuan 

melindungi kemaslahatan para calon jemaah (al-Dubyān, t.t.). Ketika masyarakat 

menyerahkan dana dalam jumlah besar untuk memperoleh visa yang belum ada, belum pasti 

diterbitkan, dan berada di luar kendali penyelenggara, maka terbuka peluang terjadinya 

kerugian finansial, sengketa, bahkan dampak psikologis akibat kegagalan keberangkatan 

(Fajar & Syaie, 2024). Dari sudut pandang ini, penerapan hadis larangan gharar bukan 

sekadar persoalan pada akad, melainkan instrumen syariat untuk mencegah terjadinya 

eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Karena itu, apabila unsur ketidakpastian 

menjadi dominan dan dipadukan dengan klaim pemasaran yang menimbulkan persepsi 

kepastian berangkat, maka larangan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menutup 

jalan menuju kemudaratan. Dengan demikian, keharaman transaksi bukan semata-mata 

karena visa belum terbit, tetapi karena struktur akad yang berpotensi mengorbankan 

kemaslahatan pihak yang lebih lemah, yaitu calon jemaah. 

Namun demikian, analisis maqāṣid tidak berhenti pada aspek larangan semata. 

Realitas panjangnya masa tunggu haji di Indonesia yang dapat mencapai puluhan tahun 

melahirkan kebutuhan yang nyata (ḥājah 'āmmah) bagi sebagian umat Islam untuk 

memperoleh alternatif keberangkatan yang lebih cepat (Sani dkk., 2022). Dari sudut pandang 

ini, keberadaan skema Haji Furoda membuka akses pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat 

yang memiliki kemampuan finansial dan tidak mungkin menunggu antrean yang sangat 

panjang. Dengan adanya potensi kemaslahatan dalam praktiknya, maka keharaman transaksi 

visa Haji Furoda tidak dapat digeneralisasi pada seluruh aspeknya (al-Ḥammādī, 1447). Oleh 

sebab itu, persoalan utama bukan terletak pada tujuan keberangkatan melalui jalur non-kuota 

itu sendiri, melainkan pada bentuk akad dan mekanisme transaksinya yang masih 

menyisakan unsur gharar. Ketegangan antara perlindungan dari gharar dan kebutuhan 

masyarakat untuk berhaji lebih cepat menunjukkan bahwa pendekatan yang paling sesuai 

dengan maqāṣid bukanlah mengharamkan penyelenggaraan Haji Furoda secara keseluruhan, 

melainkan merekonstruksi model akad dan tata kelolanya agar kemaslahatan keberangkatan 

cepat tetap dapat diwujudkan tanpa mengorbankan prinsip kepastian, transparansi, dan 

perlindungan hak jemaah. 

Rekonstruksi Struktur Transaksi Haji Furoda 

Meskipun Pemerintah Arab Saudi telah menghentikan penerbitan visa mujamalah yang 

menjadi dasar penyelenggaraan Haji Furoda sejak tahun 2025 (Muntafi, 2025), temuan penelitian 

ini tetap memiliki relevansi normatif. Peristiwa tersebut justru menunjukkan bagaimana 
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ketidakpastian penerbitan visa benar-benar terwujud dan menimbulkan kerugian bagi sebagian 

jemaah. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi terhadap praktik yang 

telah berlangsung, tetapi juga sebagai upaya merumuskan parameter syariah bagi setiap model 

layanan keberangkatan haji non-kuota yang mungkin muncul di masa mendatang. 

Berdasarkan analisis sebelumnya, persoalan utama terletak pada struktur transaksi yang 

menempatkan visa mujamalah sebagai objek pokok (mabī') yang seolah-olah dapat dijual dan 

dijamin penyerahannya oleh penyelenggara. Struktur semacam ini menimbulkan persoalan gharar 

fāḥisy, terutama karena visa belum ada ketika akad dilakukan, penerbitannya berada di luar 

kewenangan penyelenggara, dan kepastian keberangkatannya belum dapat dijamin (Maram dkk., 

2024). Oleh karena itu, rekonstruksi harus mengubah objek, dasar hubungan hukum, dan mekanisme 

pembayaran tanpa menghilangkan fungsi penyelenggara dalam mengurus dan memfasilitasi 

keberangkatan jemaah. 

Atas dasar itu, akad yang lebih sesuai untuk digunakan sebagai basis transaksi adalah 

wakālah bi al-ujrah. Dalam akad ini, penyelenggara bertindak sebagai wakīl yang memperoleh 

imbalan (ujrah) atas jasa pengurusan, pendampingan, dan fasilitasi proses keberangkatan. Dengan 

demikian, hubungan hukum antara jemaah dan penyelenggara tidak lagi dibangun atas dasar jual 

beli visa, tetapi atas dasar pemberian kuasa untuk melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan 

dalam proses keberangkatan. 

Pemilihan akad wakālah bi al-ujrah sebagai basis rekonstruksi bukan tanpa pertimbangan 

fikih. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, kebutuhan nyata dalam 

transaksi Haji Furoda, seperti pengurusan dokumen, pendampingan administratif, dan fasilitasi 

keberangkatan, pada dasarnya merupakan tindakan niyābah (perwakilan) atas nama jemaah (Acnez 

dkk., 2025). Kedua, bentuk wakālah bi al-ujrah memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. 

Ujrah menjadi hak wakīl atas jasa yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan kesepakatan, selama 

tidak terdapat taqṣīr, sehingga hak atas imbalan tidak semata-mata bergantung pada terbitnya visa 

(Sholihah dkk., 2023). Hal ini berbeda dengan ju‘ālah yang mengaitkan imbalan dengan tercapainya 

hasil tertentu dan berpotensi menimbulkan sengketa mengenai ukuran keberhasilan (Rohimah & 

Huda, 2025). Dalam fikih muamalah, wakālah yang pada asalnya bersifat tabarru‘ dapat dilakukan 

dengan ujrah yang jelas (ma‘lūmah), dengan ketentuan akad dan imbalannya disepakati secara jelas 

(al-Dubyān, t.t.). Ketiga, rekonstruksi tersebut mengubah kedudukan visa mujamalah dari objek 

akad (mabī‘) menjadi hasil yang diupayakan dalam pelaksanaan wakālah. Visa tidak lagi diposisikan 

sebagai sesuatu yang dijual dan wajib diserahkan sebagaimana dalam bay‘, melainkan sebagai hasil 



Gharar dalam Transaksi Visa Haji Furoda ………⧫ 

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya  
Website Jurnal : https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid 

DOI Jurnal : https://doi.org/10.54214/alfawaid 

 
36 

 

dari upaya pengurusan yang dilakukan wakīl secara maksimal, amanah, dan transparan. Pergeseran 

struktural ini sekaligus menjawab persoalan hadis lā tabi‘ mā laysa ‘indaka yang telah dianalisis 

pada subbab sebelumnya. 

Agar perubahan akad tersebut tidak berhenti pada pergantian istilah, struktur transaksi perlu 

diwujudkan melalui beberapa prinsip. Pertama, perlu penegasan bahwa visa mujamalah tidak boleh 

diposisikan sebagai objek jual beli (mabī‘). Hubungan hukum antara jemaah dan penyelenggara lebih 

tepat dibangun melalui akad wakālah bi al-ujrah (perwakilan dengan imbalan), yaitu akad untuk 

memberikan layanan pengurusan, pendampingan, dan fasilitasi proses keberangkatan. Kedua, 

kewajiban transparansi informasi dan larangan klaim kepastian berangkat yang tidak didukung oleh 

realitas. Ketiga, dana yang diserahkan pada tahap awal tidak semestinya diposisikan sebagai harga 

visa, melainkan sebagai dana titipan (wadī‘ah) atau dana yang ditempatkan dalam mekanisme 

penampungan yang terpisah hingga terdapat kepastian mengenai keberangkatan. Keempat, adanya 

jaminan pengembalian dana yang jelas dan mengikat. Kelima, keterbukaan terhadap seluruh risiko 

yang melekat pada proses keberangkatan. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi visa Haji Furoda yang dilakukan sebelum 

adanya kepastian penerbitan visa mujamalah memiliki potensi kuat mengandung unsur gharar 

sebagaimana dilarang dalam hadis-hadis Nabi saw. tentang bai' al-gharar dan larangan menjual 

sesuatu yang belum berada dalam penguasaan penjual (lā tabi' mā laysa 'indaka). Kajian terhadap 

objek akad menunjukkan bahwa visa mujamalah, meskipun secara formal dikemas dalam bentuk 

paket layanan haji, secara substansi berfungsi sebagai objek pokok (aṣālah) transaksi, sehingga 

ketidakjelasan mengenainya belum adanya visa saat akad, ketidakpastian penerbitannya, 

ketidakmampuan penyelenggara untuk menjamin penyerahannya, serta praktik pemasaran yang 

memberi kesan kepastian keberangkatan tergolong gharar yang menyentuh dzāt al-'aqd. 

Berdasarkan proses istidlal ushul fikih, larangan pada kedua hadis tersebut termasuk nahy li dzāt al-

'aqd sehingga, sesuai kaidah al-nahy al-muṭlaq yaqtaḍī al-fasād, berimplikasi pada fasād akad, bukan 

sekadar kemakruhan yang tidak memengaruhi keabsahan transaksi. Kondisi ini menunjukkan 

keberadaan gharar fāḥisy yang berpotensi memengaruhi keabsahan transaksi secara waḍ'ī, di 

samping keharamannya secara taklīfī. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penilaian hukum terhadap Haji 

Furoda tidak dapat berhenti pada aspek larangan semata. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, 
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kebutuhan masyarakat terhadap akses keberangkatan haji yang lebih cepat di tengah panjangnya 

masa tunggu haji reguler merupakan bentuk ḥājah 'āmmah yang memiliki nilai kemaslahatan dan 

berkedudukan sebagai ḥifẓ al-māl dari sisi lain, yaitu efisiensi penggunaan waktu dan biaya 

masyarakat. Karena itu, persoalan utama bukan terletak pada penyelenggaraan haji non-kuota itu 

sendiri, melainkan pada struktur akad dan mekanisme transaksinya yang masih mengandung 

ketidakpastian yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kritik syariah 

seharusnya diarahkan pada model transaksi yang digunakan, bukan pada tujuan keberangkatan 

melalui jalur non-kuota. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi syariah berupa 

perubahan paradigma dari jual beli visa menuju akad wakālah bi al-ujrah yang berorientasi pada jasa 

pengurusan dan fasilitasi keberangkatan, dengan visa direposisikan sebagai unsur tābi'ah dan bukan 

objek pokok akad. Rekonstruksi tersebut perlu disertai prinsip transparansi informasi, larangan 

klaim kepastian keberangkatan tanpa dasar yang valid, penggunaan mekanisme dana titipan atau 

penampungan (escrow) yang terpisah hingga terdapat kepastian keberangkatan, jaminan 

pengembalian dana yang jelas, serta keterbukaan terhadap seluruh risiko yang mungkin terjadi. 

Dengan model ujrah-based wakālah ini, kemaslahatan berupa akses haji yang lebih cepat dapat tetap 

diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip kepastian, keadilan, dan perlindungan harta yang menjadi 

tujuan utama syariat. 
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